PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 11/23/PBI1/2009
TENTANG
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa perekonomian nasional perlu ihkermsistem perbankan
syariah yang dapat melayani seluruh lapisan maksyatarmasuk

kepada pengusaha menengah, kecil dan mikro;

b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan jasa pedpargyariah
kepada usaha menengah, kecil dan mikro secara aptBank
Pembiayaan Rakyat Syariah harus sehat dan tangguh

(sustainablg

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman&siichalalam
huruf a dan huruf b maka diperlukan penyesuaiahatip
ketentuan mengenai Bank Pembiayaan Rakyat Syargddimd
suatu Peraturan Bank Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1&9%flang Bank Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No®&o
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nor8dB)3
sebagaimana telah diubah terakhir dengan PeraReamerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 (Lembara
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, bedran

Lembaran ...
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901)gab@na
telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 T&009
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggamtangn
Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kethm a
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Banknesia
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republikriedia
Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Ré&publ
Indonesia Nomor 4962);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Rkdma
Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah0082
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanes
Nomor 4867);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Rese
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahod7
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Inglane
Nomor 4756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH.

BAB I ...
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksund)ae:

1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnyabdis
BPRS adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaim
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 20@t&rg

Perbankan Syariah;

2. Kantor Cabang adalah kantor BPRS yang bertanggwadgja

kepada kantor pusat BPRS yang bersangkutan derigarata

tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi K&dbang

tersebut melakukan usahanya;

3. Kantor Kas adalah kantor yang kegiatan usahanyakulehn

pelayanan kas dalam rangka membantu kantor indyknya

Kegiatan Kas di luar Kantor adalah kegiatan kasmatangka

melayani nasabah BPRS meliputi antara lain:

a. Kas Keliling yaitu kegiatan pelayanan kas secarpibdah-

C.

pindah dengan menggunakan alat transportasi atda pa
lokasi tertentu secara tidak permanen, antarakiesnmobil,

kas terapung atazounterbank non permanen;

Payment Pointyaitu kegiatan dalam bentuk penerimaan
pembayaran melalui kerjasama antara BPRS dengak pih
lain pada suatu lokasi tertentu, seperti untuk pera@n

pembayaran tagihan telepon, tagihan listrik dao/ata

penerimaan setoran dari pihak ketiga; dan

Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yaitu kegiatan kasaatnon

kas ...
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kas yang dilakukan secara elektronis untuk memutahk
nasabah antara lain dalam rangka menarik atau rnonye
secara tunai atau melakukan pembayaran melalui
pemindahbukuan, transfer antar bank dan/atau meheper
informasi mengenai saldo/mutasi rekening nasabah,
termasuk ATM vyang dilakukan dengan pemanfaatan

teknologi melalui kerja sama dengan pihak lain;

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalangidkan
perbankan syariah berdasarkan fatwa yang dikelnaxddah

Dewan Syariah Nasional — Majelis Ulama Indonesia;

Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2Qitarg

Perseroan Terbatas;

Direksi adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalardadg-

undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Bstbat

Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disebutddBah
dewan yang bertugas memberikan nasihat dan sanpad&e
Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesergadh
Prinsip Syariah;

Pejabat Eksekutif adalah pemimpin Kantor Cabanggyan
bertanggung jawab langsung kepada Direktur BPRSatian
mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan opeaB8HRS;

Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disebBt
adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atampak

usaha yang:

a. memiliki saham BPRS sebesar 25% (dua puluh fienaen)

atau ...
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atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan
memperoleh hak suara; atau

b. memiliki saham BPRS kurang dari 25% (dua pulnmal
persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan raaga
hak suara, tetapi yang bersangkutan dapat dibukiiékah
melakukan pengendalian BPRS baik secara langsung

maupun tidak langsung;

11. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Bentuk badan hukum BPRS adalah Perseroan Terbatas.

Pasal 3
BPRS harus memiliki anggaran dasar yang selain mee
persyaratan anggaran dasar sebagaimana diatur detaemtuan
perundang-undangan juga harus memuat ketentuarabahw
a. calon anggota Dewan Komisaris, calon anggota Direlesn
calon anggota DPS diangkat oleh rapat umum pemeggram;
b. pengangkatan anggota Dewan Komisaris, anggota $bitckn
anggota DPS berlaku efektif setelah mendapat pguset Bank
Indonesia;
c. tugas, wewenang, tanggung jawab dan hal-hal lang yarkait
dengan persyaratan Dewan Komisaris, Direksi dan b&38s
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undaregey

berlaku;

d. rapat umum pemegang saham BPRS harus menetapkan

remunerasi ...
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remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksiorkp
pertanggungjawaban tahunan, penunjukan dan biaga ja
akuntan publik, dan hal-hal lainnya yang ditetapkdadam

ketentuan Bank Indonesia; dan

rapat umum pemegang saham harus dipimpin oleh Kwoisis

Utama.

BAB Il
PERIZINAN
Bagian Pertama
Pendirian BPRS
Pasal 4

BPRS hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatsathau

setelah memperoleh izin Bank Indonesia.

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayatiléukan

dalam 2 (dua) tahap:

a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk medaku
persiapan pendirian BPRS; dan

b. izin usaha, yaitu izin untuk melakukan kegiataaha BPRS
setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam lauruf

selesai dilakukan.

Pasal 5

Modal disetor BPRS paling kurang sebesar:

a.

Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk BPR&ngy

didirikan ...
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didirikan di wilayah Daerah Khusus Ibukota JakdR@ya dan
Kabupaten/Kota Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;

b. Rp1l.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk BPR&hg
didirikan di wilayah ibukota propinsi di luar wilal tersebut

pada huruf a di atas;

c. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk BP{ang
didirikan di luar wilayah tersebut pada huruf a damuf b di

atas.

Pasal 6
BPRS hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:

a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indopasg

seluruh pemiliknya warga negara Indonesia;
b. pemerintah daerah; atau

c. dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalaof audan
huruf b.

Bagian Kedua
Persetujuan Prinsip
Pasal 7

(1) Permohonan persetujuan prinsip pendirian BPRS s#éibaga
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diajukdimgp&urang
oleh salah satu calon pemilik BPRS disertai deragaara lain:
a. akta pendirian atau rancangan akta pendirian bad&kom

Perseroan Terbatas (PT), termasuk anggaran dasar at

rancangan ...
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rancangan anggaran dasar;

b. daftar pemegang saham berikut rincian besarnyangwasi

masing kepemilikan saham;

c. daftar calon anggota Dewan Komisaris, anggota Bird&n
anggota DPS disertai dengan dokumen yang akanrdiatu

lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia;

d. studi kelayakan mengenai potensi ekonomi dan pgluan

pasar;
e. rencana bisnib{isiness play dan

f. bukti setoran modal paling kurang 30% (tiga pulenspn)
dari modal disetor minimum sebagaimana dimaksudndal

Pasal 5.

Calon pemilik BPRS harus memberikan penjelasan ereig
sumber dana, rencana dan tujuan pendirian sertarkpoman
keuangan dalam rangka memelihargolvabilitas dan
pertumbuhan BPRS.

Pasal 8
Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalan Paspgat
(1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terig sejak
tanggal persetujuan prinsip diberikan dan tidak atlap
diperpanjang.
Pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip seiaga
dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan kegiataaha

sebelum mendapat izin usaha.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksuahdalyat

(1) calon ...
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(1) calon pemilik BPRS belum mengajukan permohoizam
usaha kepada Bank Indonesia, maka persetujuasigpi@ang

telah diberikan menjadi tidak berlaku.

Bagian Ketiga
Izin Usaha
Pasal 9

Permohonan untuk mendapatkan izin usaha BPRS setzaga

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, diajukbah @ihak

yang telah mendapat persetujuan prinsip sebagaimiamaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) disertai dengan, antara lain

a. akta pendirian badan hukum Perseroan Terba@s yBng
memuat anggaran dasar yang telah disahkan olehAngist
berwenang;

b. daftar pemegang saham sebagaimana dimaksud Balsath 7
ayat (1) huruf b, dalam hal terjadi perubahan pemngg
saham;

c. daftar calon anggota Dewan Komisaris, anggotakSi dan
anggota DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal {layat
huruf ¢, dalam hal terjadi perubahan calon angdgaan
Komisaris, Direksi dan/atau DPS; dan

d. bukti pemenuhan modal disetor minimum sebagaaman

dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 10 ...
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Pasal 10
(1) BPRS yang telah mendapat izin usaha dari Bank kslarwajib

melaksanakan kegiatan usaha paling lambat 60 (gmadoh)

hari terhitung sejak tanggal izin usaha diberikan.

(2) Pelaksanaan kegiatan usaha BPRS sebagaimana dinzéda
ayat (1) wajib dilaporkan oleh Direksi BPRS kepa#ank
Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitsegk tanggal
pelaksanaan kegiatan usaha.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksuc pgdt
(1) BPRS belum melakukan kegiatan usaha, makaugaha
BPRS yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

BPRS yang telah mendapat izin usaha dari Bank kslanwajib
mencantumkan secara jelas frase “Bank PembiayalyaR8yariah”
atau “BPR Syariah” atau “BPRS” pada penulisan namatan logo
IB pada kantor BPRS yang bersangkutan.

BAB Il
KEPEMILIKAN DAN PERUBAHAN MODAL
Bagian Pertama
Kepemilikan
Pasal 12
Kepemilikan BPRS oleh badan hukum Indonesia sebaga

dimaksud dalam Pasal 6 paling tinggi sebesar mbdedih badan

hukum ...
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hukum yang bersangkutan.

Pasal 13
Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilBRRS
dilarang:

a. berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayda@am bentuk

apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau

b. Dberasal dari dan untuk tujuan pencucian uamgongy

laundering.

Pasal 14
(1) Pihak-pihak yang dapat menjadi pemilik BPRS haresnenuhi
persyaratan integritas, yang paling kurang mencakup
a. memiliki akhlak dan moral yang baik;

b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbanka
syariah dan peraturan perundang-undangan yangkbgrla
dan

c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan
BPRS yang sehat dan tanggshgtainablg

(2) BPRS wajib memiliki PSP.

(3) Pemegang saham yang ditunjuk sebagai PSP sebagaiman
dimaksud pada ayat (2), selain memenuhi persyaratagritas
sebagaimana pada ayat (1) juga harus memenuhiapatasy

kelayakan keuangan.

Bagian ...
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Bagian Kedua
Perubahan Kepemilikan
Pasal 15

(1) Perubahan kepemilikan BPRS yang mengakibatkan pkaub
dan/atau terjadinya PSP baru, tunduk kepada tatgeaubahan

pemilik BPRS yang diatur dalam ketentuan peratpemndang-

undangan yang berlaku mengenai penggabungan (Merger

peleburan (konsolidasi), dan pengambilalihan (agis

(2) Perubahan kepemilikan BPRS sebagaimana dimaksuad gyad
(1) sebagai akibat adanya pewarisan tidak dipekkisebagai
akuisisi namun tetap wajib memperoleh persetujuam Bank

Indonesia.

(3) Perubahan kepemilikan BPRS vyang tidak mengakibatkan

perubahan dan/atau terjadinya PSP baru wajib dkapooleh
Direksi BPRS kepada Bank Indonesia paling lambas&puluh)

hari setelah perubahan.

Bagian Ketiga
Perubahan Modal Dasar
Pasal 16

Perubahan modal dasar wajib dilaporkan oleh Dir&RS kepada
Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari Isktganggal
diterimanya persetujuan perubahan anggaran dasar iransi

berwenang.

Pasal 17 ...
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Pasal 17

Pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan BIBRS wajib
memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bardomesia dan

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

BPRS wajib mengadministrasikan dengan tertib daffamegang

saham dan perubahannya.

BAB IV
DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DEWAN PENGAWAS SYARIAH
DAN PEJABAT EKSEKUTIF
Bagian Kesatu
Dewan Komisaris dan Direksi
Pasal 19

Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi wajgnmanuhi dan

memelihara integritas, kompetensi dan reputasiigam

Pasal 20

(1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan ataskgsalaan
tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikeasihat

kepada Direksi.

(2) Pengawasan dan nasihat sebagaimana dimaksadayatl (1)
dilakukan  sedemikian rupa sehingga Direksi dapat

mengembangkan dan memitigasi risiko atas kegidtamnsnya.

(3) Dewan
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(3) Dewan Komisaris wajib mendorong Direksi BPRStukn

memenuhi prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.

Pasal 21

(1) Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedk{tlua) orang
dan paling banyak 3 (tiga) orang.

(2) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksuiad myat (1)
paling sedikit 1 (satu) orang wajib berdomisili dkkat tempat
kedudukan BPRS.

(3) Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Ksans atau

Komisaris Utama.

Pasal 22
Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkapgatlsgbagai:
a. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (@BRIRS
atau Bank Perkreditan Rakyat lain; atau

b. anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat lkd#epada

2 (dua) lembaga/perusahaan lain bukan bank.

Pasal 23
(1) Direksi mengelola BPRS sesuai dengan kewenangan dan
tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam ketentua
peraturan perundang-undangan yang berlaku bagiaplab
syariah.
(2) Direksi bertanggungjawab untuk melaksanakan pefageio

BPRS sebagai lembaga intermediasi dengan mememiisipp

kehati-hatian ...
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kehati-hatian dan Prinsip Syariah.

Pasal 24
Jumlah anggota Direksi BPRS paling sedikid@a) orang.
Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur ataudktur Utama.

Paling sedikit 50% (lima puluh persen) darggota Direksi
termasuk Direktur Utama harus berpengalaman operalsi
paling kurang:

a. 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendash@a@atau

pembiayaan di perbankan syariah;

b. 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendathaa/atau
perkreditan di perbankan konvensional dan memiliki

pengetahuan di bidang perbankan syariah; atau

c. 3 (tiga) tahun sebagai direksi atau setingkagde direksi di
lembaga keuangan mikro syariah.

Anggota Direksi berpendidikan formal palingr&og setingkat
Diploma Il atau Sarjana Muda.

Anggota Direksi wajib memiliki sertifikasi kdlusan dari
lembaga sertifikasi paling lambat 2 (dua) tahurelaét tanggal
pengangkatan efektif.

Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya itvapersikap

independen dalam menjalankan tugasnya.

Direktur Utama wajib berasal dari pihak indegem terhadap
PSP.

Pasal 25 ...
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Pasal 25

(1) Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di sekit@mpat
kedudukan kantor pusat BPRS.

(2) Anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluadgagan:

a. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagaigonaa,
anak, mertua, besan, menantu, suami, istri, salk@da@dung

atau ipar; dan/atau

b. anggota Dewan Komisaris dalam hubungan sebagagoran
tua, anak, mertua, besan, menantu, suami, istri sgadara

kandung.

(3) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagaggota
Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS &eajabat
Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha etshada

lain.

(4) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang
mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tagggu

jawab kepada pihak lain.

Pasal 26

(1) Penunjukkan anggota Dewan Komisaris dan/atau aaggot
Direksi BPRS harus mendapat persetujuan rapat umum
pemegang saham.

(2) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan/atau &nggo
Direksi berlaku efektif setelah mendapat persetujdari Bank

Indonesia.

(3) Pemegang saham dapat mengajukan calon anggota Dewan

Komisaris ...
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Komisaris dan/atau calon anggota Direksi BPRS sebehpat

umum pemegang saham.

Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon aaggeksi
BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib kikéng
dalam rapat umum pemegang saham paling lambat mpate
puluh lima) hari terhitung sejak tanggal persetnjuBank

Indonesia diberikan.

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan/atau &nggo
Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajdpadikan
oleh BPRS kepada Bank Indonesia paling lambat &pufah)

hari sejak tanggal rapat umum pemegang saham.

Pasal 27

Rencana pemberhentian dan/atau pengunduran dirgotang
Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi wajib rdgaikan
kepada Bank Indonesia.

Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota abew
Komisaris dan/atau anggota Direksi sebagaimanakdintapada
ayat (1) berlaku efektif setelah mendapat penegdsanBank

Indonesia.

Bagian ...
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Bagian Kedua

Dewan Pengawas Syariah

Pasal 28

(1) BPRS wajib membentuk DPS yang berkedudukan di kanto
pusat BPRS.
(2) Anggota DPS wajib memenuhi persyaratan sebagauieri

a.

C.

Integritas, yang paling kurang mencakup:

1.
2.

memiliki akhlak dan moral yang baik;

memiliki  komitmen untuk mematuhi peraturan
perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

memiliki komitmen  yang tinggi  terhadap

pengembangan operasional BPRS yang sehat;

tidak termasuk dalam Daftar Kepatutan dan Kelayakan
(Daftar Tidak Lulus) sebagaimana diatur dalam
ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatdiian (

and proper tegtyang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Kompetensi, yang paling kurang memiliki pengatahdan

pengalaman di bidang syariatu’amalahdan pengetahuan

di bidang perbankan dan/atau keuangan secara udaum;

Reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup:

1.
2.

tidak termasuk dalam daftar kredit macet;

tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemggan
saham, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi
yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu

perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima)

tahun ...
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tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Pasal 29
DPS bertugas dan bertanggungjawab memberikan hasdtma

saran kepada Direksi serta mengawasi penerapasiP8ygariah
dalam penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiaarBfaRS
lainnya.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaiman
dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain:

a. mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS;

b. meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional kuntu
produk baru BPRS yang belum ada fatwanya.

c. melakukan review secara berkala terhadap meakenis
penghimpunan dana dan penyaluran dana serta patayan
jasa BPRS; dan

d. meminta data dan informasi terkait dengan aspekiah
dari satuan kerja BPRS dalam rangka pelaksanasryga

Pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatun lebjut

dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 30
Jumlah anggota DPS paling sedikit 2 (dua) orang piimg
banyak 3 (tiga) orang.
DPS dipimpin oleh seorang ketua yang berasal @dahssatu

anggota DPS.

(3) Anggota ...
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(3) Anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai an@jefa
paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangarasyiain.

Pasal 31
(1) Penunjukkan anggota DPS harus mendapat persetugyat

umum pemegang saham.

(2) Penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1Rullda
setelah mendapat rekomendasi Dewan Syariah Nasienal

Majelis Ulama Indonesia.

(3) Pengangkatan anggota DPS berlaku efektif setelahdapat

persetujuan dari Bank Indonesia.

Pasal 32

(1) Rencana pemberhentian dan/atau pengunduran dgoen®PS

wajib disampaikan kepada Bank Indonesia.

(2) Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota DPS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku efsktiélah

mendapat penegasan dari Bank Indonesia.

Bagian Ketiga
Pejabat Eksekutif
Pasal 33

(1) Pengangkatan, penggantian atau pemberhentian Pejaba
Eksekutif BPRS wajib dilaporkan oleh Direksi BPRE&p&da

Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hariiteny sejak
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tanggal pengangkatan, penggantian atau pembenhexfsktif.

(2) Apabila menurut penilaian dan penelitian Bank Ireia,
Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1
tercantum dalam Daftar Kepatutan dan Kelayakantédafidak
Lulus), Daftar Kredit Macet atau terdapat inform&sn yang
menunjukkan tidak terpenuhinya aspek integritas dan
kompetensi, maka pengangkatan Pejabat Eksekutdeliat
wajib dibatalkan paling lambat 30 (tiga puluh) haetelah
tanggal surat penegasan dari Bank Indonesia.

BAB V
KEGIATAN USAHA
Pasal 34

BPRS wajib melaksanakan kegiatan usaha sebagaidnaioa dalam
Undang-Undang Perbankan Syariah dengan menerapkiasipP
Syariah dan prinsip kehati-hatian.

BAB VI
PEMBUKAAN KANTOR BPRS
Bagian Pertama
Kantor Cabang
Pasal 35

(1) Pembukaan Kantor Cabang hanya dapat dilakukan deaga
Bank Indonesia.

(2) Pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud padé a
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harus memenuhi persyaratan paling kurang:

a. berlokasi dalam 1 (satu) wilayah propinsi yang saeagan

kantor pusatnya;
b. telah tercantum dalam rencana kerja tahunan BPRS;

c. didukung dengan teknologi sistem informasi yang s

dan

d. menambah modal disetor paling kurang sebesar 76fh(t
puluh lima persen) dari ketentuan modal minimal BPR
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai denkgmsi lo

pembukaan Kantor Cabang.

(3) Khusus untuk BPRS yang berkantor pusat di wilayaerBh
Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Kabupaten/Kota Bogo
Depok, Tangerang dan Bekasi, selain dapat membudoK
Cabang di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayaufdf a,
juga dapat membuka Kantor Cabang di wilayah Da#&talsus
Ibukota Jakarta Raya dan Kabupaten/Kota Bogor, Kepo

Tangerang dan Bekasi.

Pasal 36
(1) Pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang wajib dilakpkéing
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggdain
diterbitkan.
(2) Pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang sebagaimaaksdiin
pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Direksi BPR$dd@a Bank
Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelahggal

pembukaan.

(3) Apabila ...
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(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksuahdalyat

)

(2)

3)

(1) BPRS tidak melaksanakan pembukaan Kantor Calmaaka
izin pembukaan Kantor Cabang yang telah diberikaamjadi
tidak berlaku.

Bagian Kedua

Kantor Kas dan Kegiatan Kas di luar Kantor

Pasal 37

Rencana pembukaan Kantor Kas dan Kegiatan Kas afi

Kantor harus dicantumkan dalam rencana kerja tahBiFRS.

Pembukaan Kantor Kas dan Kegiatan Kas di luar Kamamya
dapat dilakukan di wilayah sekitar kantor BPRS yamgnjadi
induknya.

Laporan keuangan Kantor Kas dan transaksi keuarygag
dilakukan dalam Kegiatan Kas di luar Kantor wajigalbungkan
dengan laporan keuangan kantor BPRS yang menjddkiya
pada hari yang sama.

Pasal 38

Pelaksanaan pembukaan Kantor Kas wajib dilaporkah Direksi

BPRS kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (shpuletelah

tanggal pembukaan.

Pasal 39

(1) Pembukaan Kegiatan Kas di luar Kantor wajitapiiirkan oleh

Direksi ...
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)

(2)

3)

1)

(2)
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Direksi BPRS kepada Bank Indonesia secara semestetak
posisi akhir bulan Juni dan Desember.

Laporan pembukaan Kegiatan Kas di luar Kamsglbagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan palingbi@m10

(sepuluh) hari setelah akhir bulan laporan.

BAB VI
PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR
Bagian Kesatu
Kantor Pusat dan Kantor Cabang
Pasal 40

Pemindahan alamat kantor pusat dan Kantor Cabangltapat

dilakukan dengan izin Bank Indonesia.

Pemindahan alamat kantor pusat dan Kantor Cabangtapat

dilakukan dalam wilayah Kabupaten/Kota yang sama.

Pemindahan alamat kantor pusat dan Kantor Cabamgs ha

mempertimbangkan kepentingan nasabah.

Pasal 41

Pemindahan alamat kantor pusat dan Kantor Cabarnip wa
diumumkan kepada nasabah dan masyarakat palingatabib

(sepuluh) hari sebelum pelaksanaan pemindahan akamior.

Pelaksanaan pemindahan alamat kantor pusat danorKant
Cabang wajib dilaporkan oleh Direksi BPRS kepadankBa
Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari seteimhggal

pelaksanaan ...
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pelaksanaan pemindahan alamat.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) harhitemg sejak
tanggal izin diberikan, BPRS tidak melaksanakan ipdahan
alamat kantor, maka izin pemindahan alamat kantsafpdan

Kantor Cabang yang telah diberikan akan ditinjamlbali.

Bagian Kedua

Kantor Kas dan Kegiatan Kas di luar Kantor

)

2)

1)

2)

(1)

Pasal 42

Pemindahan alamat Kantor Kas dan Kegiatan KasadiKiantor
hanya dapat dilakukan di wilayah sekitar kantor BPjRang
menjadi induknya.

Pemindahan alamat Kantor Kas dan Kegiatan KasadiKiantor

harus mempertimbangkan kepentingan nasabah.

Pasal 43

Pemindahan alamat Kantor Kas wajib diumumkan kepada
nasabah dan masyarakat paling lambat 10 (sepuduih3ébelum

tanggal pelaksanaan.

Pelaksanaan pemindahan alamat Kantor Kas wajilpatian
oleh Direksi BPRS paling lambat 10 (sepuluh) hsetelah

tanggal pelaksanaan.

Pasal 44

Pemindahan alamat Kegiatan Kas di luar Kantor wajib

dilaporkan ...
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dilaporkan oleh Direksi BPRS kepada Bank Indonesiaara
semesteran untuk posisi akhir bulan Juni dan Desemb

(2) Laporan pemindahan alamat Kegiatan Kas di luar d¢tant
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampakéng
lambat 10 (sepuluh) hari setelah akhir bulan lapora

BAB VIII
PENUTUPAN KANTOR
Bagian Kesatu
Kantor Cabang
Pasal 45

Penutupan Kantor Cabang hanya dapat dilakukan deizga Bank

Indonesia.

Pasal 46
(1) BPRS yang telah memperoleh izin penutupan KantdvaGg
wajib untuk:

a. menyelesaikan seluruh kewajiban Kantor Cabang;

b. mengumumkan rencana penutupan Kantor Cabangl&epa
nasabah dan masyarakat paling lambat 3 (tiga)sedelum
tanggal pelaksanaan penutupan; dan

c. menghentikan seluruh kegiatan usaha pada K&dbang
dimaksud.

(2) Pelaksanaan penutupan Kantor Cabang wajib dilapodtah
Direksi BPRS paling lambat 10 (sepuluh) hari sétdknggal

pelaksanaan ...
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pelaksanaan.

Bagian Kedua
Kantor Kas dan Kegiatan Kas di luar Kantor
Pasal 47

Pelaksanaan penutupan Kantor Kas wajib dilaporkiah ®ireksi

BPRS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanugautupan.

Pasal 48

(1) Penutupan Kegiatan Kas di luar Kantor wajib dild&aor oleh
Direksi BPRS kepada Bank Indonesia secara semesbetak

posisi akhir bulan Juni dan Desember.

(2) Laporan penutupan Kegiatan Kas di luar Kantor saipaana
dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan palingbkiml0

(sepuluh) hari setelah akhir bulan laporan.

BAB IX
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN NAMA
Bagian Kesatu
Perubahan Anggaran Dasar
Pasal 49
BPRS wajib melaporkan setiap perubahan anggaraar dBBRS

paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterimapgesetujuan atau
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasamstansi

yang berwenang.

Bagian ...
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Bagian Kedua
Perubahan Nama

Pasal 50

(1) Perubahan nama BPRS wajib dilakukan dengan aneim
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) BPRS yang telah memperoleh persetujuan peambahggaran
dasar terkait penggunaan nama baru dari instansvebang
wajib mengajukan permohonan mengenai penetaparmgpeagn
izin usaha yang dimiliki untuk BPRS dengan namagytaaru.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada aydiaj@kan oleh
Direksi BPRS paling lambat 30 (tiga puluh) hari et

perubahan nama mendapat persetujuan dari instamneebang.

Pasal 51

Pelaksanaan perubahan nama BPRS wajib diumumkamdsdirat
kabar harian lokal atau pada papan pengumumamtbrkkecamatan
setempat dan kantor BPRS paling lambat 10 (sepuiah) setelah

tanggal persetujuan Bank Indonesia.

BAB X
PENCABUTAN IZIN USAHA ATAS PERMINTAAN BPRS
Pasal 52

Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha BPRS magsintaan

BPRS.

Pasal 53 ...
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Pasal 53

(1) BPRS yang telah memperoleh persetujuan permakzih usaha

wajib untuk:
a. menghentikan seluruh kegiatan usaha BPRS,;

b. mengumumkan kepada nasabah dan masyarakat paling
lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal surat pejrssat

persiapan pencabutan izin usaha BPRS; dan
c. segera menyelesaikan seluruh hak dan kewajiP&tB

(2) Pelaksanaan penghentian kegiatan BPRS wajpipatkan oleh
Direksi BPRS paling lambat 10 (sepuluh) hari séteknggal

penghentian.

Pasal 54

Status badan hukum BPRS berakhir sejak tanggal upemgan
berakhirnya badan hukum BPRS dalam Berita Negarpulbli&

Indonesia.

BAB Xi
KANTOR BPRS TIDAK BEROPERASI
PADA HARI KERJA
Pasal 55

Penutupan sementara kantor BPRS di luar hari liesmi wajib

memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

Pasal 56 ...



)

2)
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Pasal 56

BPRS wajib mengajukan persetujuan atas rencand uintak
beroperasi pada hari kerja paling lambat 15 (linetad) hari

sebelum tanggal tidak beroperasi.

Rencana kantor BPRS untuk tidak beroperasi padakiega
wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambaiga)(hari

sebelum tanggal tidak beroperasi.

BAB XIlI

PENCANTUMAN STATUS DAN LOGO PADA KANTOR BPRS

(1)

2)

1)

Pasal 57

BPRS wajib mencantumkan secara jelas nama dan géattiss
kantor pada masing-masing kantornya.

BPRS wajib mencantumkan logo iB pada formulir, vedyk
produk dan kantor serta Kegiatan Kas di luar KaBi®RS.

BAB Xl
SANKSI
Pasal 58

BPRS yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasah<gl A0
ayat (1), Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14 ayat (23| R& ayat (2),
Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayata§&| P1 ayat (2),
Pasal 22, Pasal 24 ayat (5), ayat (6) dan ayaP@&al 25, Pasal
26 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasaly8®(1), Pasal
33 ayat (2), Pasal 34, Pasal 35 ayat (1), Pasald6(1), Pasal

37 ...



2)

3)
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37 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (1), P&¥alyat (1) dan
ayat (2), Pasal 42 ayat (1), Pasal 44 ayat (1xalRE, Pasal 46
ayat (1), Pasal 48 ayat (1), Pasal 50, Pasal &3(4), Pasal 55,
Pasal 56 ayat (1), Pasal 57, Pasal 59 ayat (3jagan(4), dan
Pasal 60 dapat dikenakan sanksi administratif se2asal 58
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah.

BPRS yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal/di0(2),
Pasal 15 ayat (3), Pasal 16, Pasal 26 ayat (53| Bdsayat (1),
Pasal 36 ayat (2), Pasal 38, Pasal 39 ayat (23| Rasayat (1)

dan ayat (2), Pasal 43, Pasal 44 ayat (2), Pasaydtt(2), Pasal

47, Pasal 48 ayat (2), Pasal 49, Pasal 51, Pasay&i3(2) dan
Pasal 56 ayat (2) dapat dikenakan sanksi admitist@asuai
Pasal 58 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Perbankan Syariah, berupa:

a. teguran tertulis dan denda uang sebesar RpIHOMO
(seratus ribu rupiah) per hari kerja kelambatarukirsetiap
laporan dan/atau pengumuman atau paling banyaksaebe
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap riampo
dan/atau pengumuman;

b. teguran tertulis dan denda uang paling banyakesse
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila BPR%ktid
menyampaikan laporan dan/atau melaksanakan
pengumuman.

BPRS dinyatakan tidak menyampaikan laporan dan/atau

pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2f huru

apabila BPRS belum menyampaikan Ilaporan dan/atau

melaksanakan ...




4)

(5)

(1)

(2)

3
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melaksanakan pengumuman setelah 30 (tiga puluh)skgak
batas akhir penyampaian laporan dan/atau melakaanak

pengumuman.

Pengenaan sanksi teguran tertulis dan denda uaega#édak
menyampaikan laporan dan/atau melaksanakan pengamum
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidakghagpus
kewajiban BPRS untuk menyampaikan laporan dan/atau
melaksanakan pengumuman.

Setiap pihak yang tidak mentaati ketentuan dalasalPé ayat

(1) dan Pasal 8 ayat (2), dapat dikenakan sanksinpi sesuai
dengan Pasal 59 Undang-undang Nomor 21 Tahun 200&ng

Perbankan Syariah.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 59
Persetujuan prinsip pendirian BPRS yang telah ddd&lan oleh

Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bad&nksia

ini, dinyatakan tetap berlaku.

Persyaratan anggota Direksi paling kurang berpéaticformal
setingkat Diploma lIl atau Sarjana Muda sebagaintamaksud
dalam Pasal 24 ayat (4), dikecualikan bagi angdotaksi
BPRS yang telah disetujui Bank Indonesia dan diahg&belum

berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

Anggota DPS yang tidak memenuhi persyaratan rangisgian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), wajib

menyesuaikan
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menyesuaikan dengan ketentuan tersebut paling tainfsatu)
tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Ban&riadia ini.

(4) BPRS yang telah memiliki izin usaha sebagai BPR$ibwa
menyesuaikan ketentuan sesuai dengan amanat Ukbfatagg

Perbankan Syariah.

Pasal 60

BPRS yang belum memenuhi persyaratan modal disetmagaimana
dimaksud dalam Pasal 5, wajib memenuhi persyanaiaahal disetor

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. paling kurang 70% (tujuh puluh persen) dari pimimodal
disetor yang ditetapkan paling lambat pada tangfydbesember
2010;

b. 100% (seratus persen) dari jumlah modal disgtog ditetapkan
paling lambat pada tanggal 31 Desember 2012.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 61

Peraturan pelaksanaan tentang Bank Pembiayaan R&kgaiah

diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indanes

Pasal 62 ...
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Pasal 62

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini,am@&raturan
Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tanggal 1 JOO4 tentang
Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Sya(laambaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 58, Tdrab
Lembaran Negara Nomor 4392) dan Peraturan Bankhbsila Nomor
8/25/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang PdrambaAtas
Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI1/2004 tanhgigiuli 2004
tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan PrirSy@ariah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 NoB®,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4651) dicabut dayathikan
tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku padgdahditetapkan.

Agar ...
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan yrelangan
Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempataraigand_embaran

Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Juli 2009
Pjs. GUBERNUR BANK INDONESIA,

MIRANDA S. GOELTOM

Diundangkan di :

Pada tanggal : 1 Juli 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR101
DPbS



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 11 /23/PBI1/2009
TENTANG
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

UMUM

Dalam rangka mendukung perkembangan perekonomisionad, maka
diperlukan lembaga perbankan yang mampu membeti&ganan secara luas
kepada masyarakat. Kebutuhan masyarakat akan eadampaga perbankan
syariah dirasa cukup tinggi. Untuk memenuhi ttartumasyarakat tersebut,
maka dalam sistem perbankan nasional dimungkinklmya pendirian bank
syariah yang salah satu jenisnya adalah Bank PgadnaRakyat Syariah
(BPRS). Keberadaan BPRS dimaksudkan untuk dapabberkan layanan
perbankan secara cepat, mudah dan sederhana kemyarakat khususnya
pengusaha menengah, kecil dan mikro baik di peates@aupun perkotaan yang

selama ini belum terjangkau oleh layanan bank umum.

BPRS sebagai salah satu lembaga kepercayaan naleestygang kegiatan
usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, dituntut agelu dapat mengemban
amanah dari para pemilik dana dengan cara menyainoyla untuk usaha
produktif dalam rangka meningkatkan taraf hidup yasskat. Dalam
menjalankan kegiatan usahanya, BPRS harus selafmegang teguh prinsip
kehati-hatian serta mampu menerapkan Prinsip Syasacara konsisten,
sehingga tercipta BPRS yang sehat yang mampu miabdayanan terbaik

kepada masyarakat.
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Untuk menciptakan BPRS yang sehat diperlakukan jdeon yang
komprehensif, transparan dan mengandung kepastidkunh diantaranya
berkaitan dengan pengaturan kepemilikan dan peramedskepengurusan,
perluasan jaringan, serta kegiatan usaha BPRS. dberdiberlakukannya
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang PerbaSkamiah, terdapat
beberapa perubahan pengaturan yang terkait derejamlkagaan dan kegiatan
usaha BPRS, sehingga dipandang perlu untuk melakyenyempurnaan
terhadap ketentuan BPRS yang telah ada.

I[I. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c

Pokok-pokok pengaturan tugas Direksi BPRS dalaggaran dasar

antara lain:

a. tugas dan tanggung jawab;

b. pelaporan....




b. pelaporan;

c. perlindungan dalam pelaksanaan tugas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Dalam hal Komisaris Utama berhalangan, maka Rapaturt
Pemegang Saham dapat dipimpin oleh anggota Dewaniséds

lainnya.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Pemberian persetujuan prinsip pendirian BPR®rikan oleh
Bank Indonesia berdasarkan pada antara lain:
a. penilaian terhadap komitmen calon pemilik BP&alam
pendirian BPRS;
b. analis terhadap studi kelayakan pendirian BPR
c. analisis yang mencakup antara lain tingkajerkéhan
jumlah BPRS serta pemerataan pembangunan ekonomi
nasional; dan
d. uji kemampuan dan kepatutéibhdnd proper tegtterhadap
calon PSP, anggota Direksi dan anggota Dewan Koisiisa

dan wawancara terhadap calon anggota DPS.

Huruf b...



Huruf b
Pemberian izin usaha pendirian BPRS diberikagh dBank

Indonesia berdasarkan pada antara lain:
a. analis terhadap kesiapan operasional pen®®RS; dan

b. uji kemampuan dan kepatutdibh nd proper tegtterhadap
calon PSP, anggota Direksi dan anggota Dewan Koisiisa
dan wawancara terhadap calon anggota DPS, apabila

terdapat penggantian.

Pasal 5

Mengingat kondisi dan perkembangan perekonomianatiayang berbeda-
beda, maka Bank Indonesia dapat meminta calon peBFRS untuk

menyediakan modal disetor di atas jumlah minimunmgydipersyaratkan.

Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d...



Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “rencana bisnis” adalabams kegiatan
usaha BPRS yang paling kurang memuat:
1. rencana penghimpunan dan penyaluran dana sertagstra
pencapaiannya; dan
2. proyeksi neraca bulanan dan laporan laba rugi katmhul
bulanan selama 12 (dua belas) bulan yang dimujak se
BPRS melakukan kegiatan operasional,
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (2)
Hal-hal yang harus dijelaskan melalui presentdBank Indonesia
antara lain:
a. tujuan dan alasan pendirian BPRS;
b. target pasar penghimpunan dan penyaluran dana;
c. rencana bisnis jangka pendek, jangka menengah j@hgka
panjang;
d. sistem teknologi informasi (IT); dan

e.  struktur organisasi dan personalia.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9 ...



Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Contoh : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “AB&Zau
PT BPR Syariah “ABC”; atau
PT BPRS “ABC”; atau
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “ABC”; atau
BPR Syariah “ABC”; atau
BPRS “ABC".

Pasal 12
Yang dimaksud dengan “modal bersih” adalah:

a. penjumlahan dari modal disetor, cadangan um@agargan tujuan,
laba tahun lalu dan laba tahun berjalan dikurargnyprtaan dan
kerugian, untuk badan hukum Perseroan Terbatas®®an Daerah;

b. penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wdjibah, modal
penyertaan, dana cadangan, dan sisa hasil us&beartyi penyertaan
dan kerugian, untuk badan hukum Koperasi; atau

c. perhitungan modal bersih atau yang dapat dipexrkan dengan itu
sesuai jenis badan hukum yang bersangkutan, urdadiknbhukum

lainnya.

Pasal 13 ...



Pasal 13

Huruf a
Tidak termasuk dalam pengertian pihak lain adakmétintah Pusat,
Pemerintah Daerah, atau lembaga yang bertugas umél&kukan
penyelamatan BPRS sesuai peraturan perundang-ltardapgng
berlaku.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “memiliki komitmen yang tiffigmitara
lain  kesediaan untuk membantu mengembangkan BRRS
menjadi sehat, tangguh dan berkembaugtainable
Ayat (2)
PSP berfungsi sebagai koordinator pemegang sahamuk

mengefektifkan komunikasi antara pemilik bank dengfakeholder

Dalam hal BPRS tidak memiliki PSP, maka salalu ssgmegang

saham akan ditunjuk sebagai PSP oleh Bank Indanesia

Ayat (3) ...



Ayat (3)
Persyaratan dan tata cara penilaian pemenuhan apatay PSP
mengikuti ketentuan Bank Indonesia mengenai uji &apuan dan

kepatutanfit and proper tegt

Pasal 15
Ayat (1)
Perubahan kepemilikan BPRS mencakup:
a. penggantian pemegang saham;
b. penambahan pemegang saham baru; dan/atau
c. perubahan komposisi jumlah kepemilikan sahamtdia para
pemegang saham lama tanpa penggantian maupun pemamb
pemegang saham baru;
dengan atau tanpa disertai dengan penambahan theelilr.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “tidak diperlakukan sebagagambilalihan
(akuisisi)” adalah penggantian PSP yang tidak mefasrsyaratan dan
tatacara pengambilalihan sebagaimana diatur dalasmatysan
perundang-undangan yang berlaku.
Ayat (3)
Perubahan kepemilikan BPRS mencakup:
a. penggantian pemegang saham;
b. penambahan pemegang saham baru; dan/atau

c. perubahan komposisi jumlah kepemilikan saham dianpara

pemegang saham lama tanpa penggantian maupun pemamb

emegang ...
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pemegang saham baru;

dengan atau tanpa disertai dengan penambahan diset@ir.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Persyaratan dan tata cara penilaian pemenuhayapastan anggota Dewan
Komisaris dan anggota Direksi diatur dalam ketemti&ank Indonesia

mengenai uji kemampuan dan kepatufgra(d proper tegt

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) ...
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Ayat (2)
Kedekatan domisili komisaris dengan tempat kedudUuBBRS pada

prinsipnya dimaksudkan agar Dewan Komisaris dapalaksanakan

tugas secara efektif sesuai dengan ketentuan yextakb.

Yang dimaksud dengan “berdomisili di dekat” adajatak tempuh
dapat dicapai melalui perjalanan darat dan/atapaling lama dalam

waktu 2 (dua) jam, pada kondisi normal.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 22

Anggota Dewan Komisaris tidak dapat merangkaptgbaebagai anggota
Direksi pada BPRS lain, Bank Perkreditan Rakyafatan Bank Umum.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a

Cukup jelas.

Hurufb ...
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Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Yang dimaksud dengan “lembaga keuangan mikro dyaria
adalah antara lain koperasi simpan pinjam syaiaiain, Baitul
Maal wa Tamwil(BMT).

Ayat (4)
Pendidikan setingkat Diploma Il atau Sarjana Mbdeaus dibuktikan

dengan ijazah yang diterbitkan oleh perguruan finggng

bersangkutan.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “bersikap independen” adakaiggambilan
keputusan dilakukan secara profesional dan obyektif
Ayat (7)
Penilaian independen didasarkan pada keterkaitag garsangkutan

pada kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungaangan dengan

seluruh kelompok usaha Pemegang Saham pengendali.

Pasal 25
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “berdomisili di dekat” adajarak tempuh

dapat dicapai melalui perjalanan darat dan/atapaling lama dalam

waktu 2 (dua) jam, pada kondisi normal.

Ayat (2) ...
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Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Anggota Direksi BPRS yang merangkap jabatan sebagagurus
organisasi/lembaga non profit harus melaporkan da&pd8ank
Indonesia.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Dalam kondisi tertentu terhadap calon anggota DeWamisaris
dan/atau calon anggota Direksi BPRS dapat dilakuBeoses uji
kemampuan dan kepatutafit (& proper tesj sebelum rapat umum
pemegang saham.

Ayat (2)
Ketentuan ini berlaku juga terhadap peralihan gbalari anggota

Direksi menjadi anggota Dewan Komisaris atau skbwdi.

Pemberian persetujuan terhadap calon anggota Dd¢ganisaris
dan/atau calon anggota Direksi diberikan oleh Bdnkonesia

berdasarkan pada antara lain:
a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokusaen;

b. uji kemampuan dan kepatutafit (and proper tegt terhadap

calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggoeksi.
Ayat (3)
Pengajuan calon anggota Dewan Komisaris dan/atkun @nggota

Direksi ...
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Direksi BPRS sebelum rapat umum pemegang sahamahdayat
dilakukan setelah BPRS memberikan penjelasan dise@¢ngan
alasan yang cukup kuat kepada Bank Indonesia.

Ayat (4)
Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon aaggweksi yang
tidak diangkat oleh rapat umum pemegang saham dalagka waktu
45 (empat puluh lima) hari, maka persetujuan yasght diberikan
oleh Bank Indonesia menjadi tidak berlaku.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pemberhentian efektif” adatahggal
setelah pemberhentian yang bersangkutan mendaysstygaan dari

rapat umum pemegang saham, serah terima jabatanjrekanisme

lainnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
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Huruf a
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3

Yang dimaksud dengan “memiliki komitmen” antaranlai
kesediaan untuk menyediakan waktu yang cukup kepada

BPRS dalam rangka melaksanakan tugasnya secat#.efek
Angka 4
Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “syariahu’amalali adalah hubungan

sosial, termasuk kegiatan bisnis, yang sejalan didasarkan

pada prinsip Syariah.

Huruf ¢

Angka 1
Yang dimaksud dengan “daftar kredit macet” adalattad
kredit macet sebagaimana diatur dalam ketentuark Ban
Indonesia yang mengatur mengenai Sistem Informasi

Debitur.
Angka 2

Cukup jelas.

Pasal 29 ...
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Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Persetujuan terhadap calon anggota DPS diberikatassrkan pada
antara lain:

a. penilaian terhadap komitmen calon anggota DPS dalam

pengawasan BPRS dan ketersediaan waktu; dan

b. wawancara terhadap calon anggota DPS.

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pemberhentian efektif” allatanggal

setelah pemberhentian yang bersangkutan mendaysstygaan dari
rapat umum pemegang saham, serah terima jabatanjakanisme

lainnya ...
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lainnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “informasi lain yang menungrkkidak
terpenuhinya aspek integritas” antara lain dilakukanelalui
wawancara, pengamatan dan pengujiatelview, observation and
tes) pada saat pelaksanaan pemeriksaan BPRS, infortraask
record yang berasal dari hasil pengawasan Bank Indonatsia

sumber-sumber lainnya.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat (1)
Persetujuan atas permohonan pembukaan Kantorn@atiberikan
berdasarkan pada antara lain:
a. penilaian terhadap kesiapan operasional K&dabang;
b. analisis atas hasil studi kelayakan yang disakan oleh BPRS;

c. analisis atas kinerja keuangan BPRS, antara la

1. rasio...
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1. rasioNon Performing Financing (NPF) grodsglak lebih
dari 15%;
2. tidak dalam keadaan rugi yang semakin besar; dan

3.  memiliki peringkat komposit paling rendah 3 (tigelama

2 (dua) periode penilaian terakhir.
d. pemenuhan persyaratan modal; dan
e. tidak terdapat pelampauan dan/atau pelanggaratasB
Maksimum Penyaluran Dana.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c

Yang dimaksud dengan “teknologi sistem informasingya
memadai” adalah teknologi sistem informasi yang
memungkinkan adanya pencatatan transaksi nasabihandor

Cabang secara otomasi damine dengan kantor lain BPRS.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37 ...



-18-
Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “wilayah sekitar” adalahaentain dalam

wilayah Kabupaten/Kota yang sama dengan tempatckeédun kantor

BPRS yang menjadi induknya.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40
Ayat (1)
Persetujuan atas permohonan izin pemindahan alkamaor pusat

dan Kantor Cabang diberikan berdasarkan pertimaagtara lain:
a. alasan pemindahan kantor;
b. kesiapan operasional kantor pusat dan Kantoa@gtan

c. hasil analisis atas kinerja pada lokasi kantnd dan studi

kelayakan usaha pada lokasi kantor yang baru.

Ayat (2) ...
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Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan antaira |
a. jarak lokasi kantor lama dengan yang baru;
b. jumlah nasabah yang telah dibiayai; dan

c. infrastruktur penunjang pada lokasi kantor yaagu

Pasal 41

Ayat (1)
Pengumuman dilakukan dalam surat kabar harian lateal dengan
menempelkan pengumuman di lokasi kantor yang lama.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “ditinjau kembali” adalam ipemindahan
dibatalkan apabila BPRS tidak dapat menyampaikasaal yang
relevan atas keterlambatan pelaksanaan pemindahatork atau
diperpanjang apabila penundaan disebabkan olehahalang tidak
dapat dihindariforce majeuy oleh BPRS atau pertimbangan lain yang

dapat diterima.
Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “wilayah sekitar” adalahaentain dalam

wilayah ...
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wilayah Kabupaten/Kota yang sama dengan tempatckeédun kantor
BPRS yang menjadi induknya.
Ayat (2)
Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan antaira |
a. Jjarak lokasi kantor lama dengan yang baru;
b. jumlah nasabah yang telah dibiayai; dan

c. infrastruktur penunjang pada lokasi kantorgybaru.

Pasal 43
Ayat (1)
Pengumuman dapat dilakukan antara lain dengan npelkeam
pengumuman di lokasi kantor yang lama.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46
Ayat (1)
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b ...
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Huruf b

Pengumuman dilakukan dalam surat kabar harian |akal
dengan menempelkan pengumuman di lokasi kantor hzang.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53 ...
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Pasal 53
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Pengumuman dilakukan dalam surat kabar hari&al latau
dengan menempelkan pengumuman di kantor kecamatan d
lokasi kantor BPRS yang lama.
Pengumumam pencabutan izin usaha memuat aatanehcana
pembubaran badan hukum BPRS, rencana penyelesdianls
hak dan kewajiban BPRS.
Huruf c
Termasuk dalam penyelesaian kewajiban dimaksud aatéan
penyelesaian kewajiban kepada nasabah dan krdditurya,
pembayaran gaji terhutang, pembayaran biaya kamajak
terhutang dan biaya-biaya lain yang relevan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 54

Pembubaran badan hukum BPRS dilakukan sesuai dekegtmmtuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56 ...
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Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57
Ayat (1)
Kantor BPRS yang dimaksud meliputi kantor pusatntiia Cabang

dan Kantor Kas.

Pencantuman nama dan jenis kantor BPRS dapat K#dakantara lain
melalui papan nama dan/atau pada dinding atau #apan kantor
BPRS agar mudah terlihat oleh nasabah.

Contoh:
1. Penulisan Kantor Cabang

PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH/ BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH/ PT BPR SYARIAH/
BPR SYARIAH/ PT BPRS/BPRS/ “XXX”

Kantor Cabang “YYY™”.
2. Penulisan Kantor Kas

PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH/ BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH/ PT BPR SYARIAH/
BPR SYARIAH/ PT BPRS/BPRS/ “XXX”

Kantor Kas “YYY™.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 58...
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Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Laporan dinyatakan diterima oleh Bank Indonesiab#gatelah

disampaikan secara lengkap dengan memuat datame$o dan/atau

dokumen yang dipersyaratkan sesuai jenis laporannya
Tanggal penerimaan laporan oleh Bank Indonesiahdanggal:

a. stempel postilne stamp apabila laporan dikirimkan melalui

P.T. Pos Indonesia; atau

b. penerimaan laporan, apabila laporan disampailsgcara
langsung oleh BUK atau UUS atau dikirimkan melalui

perusahaan jasa pengiriman selain P.T. Pos Indonesi
Huruf a
Jumlah sanksi kewajiban membayar dihitung salizgikut:

Jumlah kewajiban membayar =

jumlah hari kerja keterlambatan x Rp100.000sg0mlah
laporan/ pengumuman.

Huruf b
Jumlah sanksi kewajiban membayar dihitung seali@ykut:

Jumlah kewajiban membayar =

Rp1.000.000,00 x jumlah laporan/ pengumuma‘n.

BPRS vyang dikenakan sanksi tidak menyampaikan
laporan/pengumuman, tidak dikenakan sanksi ketéxddamn

penyampaian laporan/pengumuman.

Ayat (3) ...
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Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas.
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